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ABSTRAK

Muhammad Sagaf, NIM. 1118130, 2022. Pandangan Masyarakat Terhadap Wali
Yang Meninggalkan Majelis Akad Nikah Setelah Taukilul Wali Ditinjau Dari
Antropologi Hukum (Studi Kasus Desa Barursari Kecamatan Talun). Skripsi

Jurusan Hukum, Keluarga Islam Fakultas, Syariah UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dr. Mohammad Hsan Bisyri, M.Ag.

kejadian wali nikah yang mewakilkan haknya kepada orang lain bukanlah
hal yang baru dan asing. Mewakilkan wali kepada muhakkam atau disebut dengan
istilah taukilul wali. Kebiasaan mentaukil wali telah dibenarkan oleh tokoh
masyarakat dan agama di Desa Batursari. Taukilul wali yang dilakukan oleh wali
dari mempelai perempuan biasanya diakadkan sebelum melangsungkan akad
nikah, dan proses taukilul wali pada umumnya dibimbing langsung oleh tokoh
masyarakat atau tokoh agama setempat. Penelitian ini memiliki rumusan masalah,
Bagaimana pandangan masyarakat Desa Batursari Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan tentang wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah faukilul
wali dan Bagaimana tinjauan antropologi hukum terhadap pandangan masyarakat
Desa Batursari Kecamatan Talun kabupaten Pekalongan tentang wali yang
meninggalkan majelis akad nikah setelah faukilul wali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait
taukilul wali, khususnya wali yang pergi meninggalkan majelis akad nikah setelah
taukilul wali. Serta mencari tahu faktor-faktor penyebab seoarang wali pergi
meninggalkan majellis akad nikah setelah taukilul wali. praktik wali
meninggalkan majelis akad nikah setelah taukilul wali tersebut dianalisis melalui
metode kualitatif dan menggunkan pedekatan antropologi hukum. Data-data
penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara yang mendalam, dan
dokumentasi.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan: pertama,
Masyarakat Desa Batursari Kecamatan Talun meyakini jika pernikahan
merupakan peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan manusia, sehingga
dalam pernikahan ketika seorang wali sudah mentaukilulkan perwaliannya kepada
orang lain, maka wali tersebut harus pergi dari majelis akad nikah. Alasan wali
mentaukilulkan perwaliannya dalam acara yang dianggap sakral adalah karena
mengartikan dasar hukum faukilul secara tidak maksimal, adanya pengaruh tokoh
desa (tokoh agama dan tokoh masyarakat), dan adanya rasa tabarukan terhadap
orang yang dipasrahi untuk menggantikan kedudukan wali. Dari alasan tersebut
membuat kepercayaan diri seorang wali menjadi pudar, sehingga merasa tidak
percaya diri jika harus menikahkan putrinya sendiri. Karena sudah memilih
taukilul wali, maka wali harus meninggalkan majelis akad nikah. Jika wali
tersebut tidak pergi dari majelis akad nikah, pernikahan tersebut dianggap tidak
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sah dan harus diulang kembali yang mewajibkan wali meninggalkan majelis akad
nikah setelah taukilulul wali. Kedua, Praktik taukilul wali yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Batursari masih kental dengan nilai-nilai budaya. Hal tersebut
yang membuat masyarakat Desa Batursari mengacu pada hukum tidak tertulis
dalam praktik faukilul wali, yaitu patuh pada hukum adat. Patuhnya masyarakat
terhadap hukum adat disebabkan karen kuatnya pengaruh faktor nilai-nilai budaya
di Desa Batursari Kecamatan Talun dan akan menimbulkan akibat hukum jika
hokum adat tersebut dilanggar.

Kata Kunci: Wali Nikah, Taukil Wali, Antropologi Hukum
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan janji suci laki-laki bersama perempuan, laki-
laki dapat dikatakan sebagai seorang suami dan perempuan dikatakan sebagai
seorang istri, keduanya bisa dikatakan suami istri jika sudah melakukan akad
nikah yang sah.! Hal tersebut merupakan ikatan janji suci yang dilakukan

pasangan suami istri guna menjalankan perintah Tuhan. Dijelaskan dalam Al-
Qur’an dengan istilah Wale BUss atau bisa diartikan “ikatan yang kokoh”,

dijelaskan dalam pasal 2 KHI yang mengatakan ‘“perkawinan menurut hukum
Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.?

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum itu bersifat legal
atau ilegal, terutama menyangkut masalah sah atau tidaknya sebuah perkawinan.
Adapun rukun perkawinan sebagai berikut: calon pengantin pria, calon
pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan gabul.?

Dari salah satu rukun nikah di atas yaitu wali, merupakan unsur yang

sangat penting dalam menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan.*

I Siti Yayuk Farida, “Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Taukilul Wali Bil Kitabah
Karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qasri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo
Kota Surabaya”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), 2.

2 Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: Permata Press, 2010),
2.

3 Abdul Rahman Ghozali, “Figh Munakahat”, (Jakarta: Kencana, 2003), 46.

4 Oktaviani, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukilul Wali Nikah
Masyarakat Adat Sasak Sade”, Yogyakarta: Jurnal Al-Ahwal, Vol. X1, No. 2 (2019): 161.



Disebutkan juga dalam KHI pasal 19 yang mengatakan “wali nikah dalam
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita
yang bertindak untuk menikahkannya”. KHI dan UUP (Undang-Undang
Perkawinan) sama-sama menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun
nikah yang harus dipenuhi dalam akad nikah.® Kemudian dijelaskan juga dalam
KHI pasal 20 sampai 23 yang menyebutkan dua kategori wali nikah, yaitu wali
nasab dan wali hakim. Pertama wali nasab, ada empat golongan yang masuk
dalam kategori wali nasab diantaranya: laki-laki dari garis lurus ke atas, saudara
laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara laki-laki kakek
dari ayah serta keturunannya.

Kedua adalah wali hakim, wali hakim bisa menikahkan jika terjadi beberapa
sebab, diantaranya: sudah tidak ada wali nasab, terjadi penolakan diantara wali,
wali tidak diketahui.® Ada juga wali muhakkam, kedudukan wali muhakkam
berbeda dengan wali hakim. Wali muhakkkam merupakan seseorang yang
dimintai pertolongan dari pihak mempelai perempuan untuk menjadi wali dalam
perkawinan. Di Desa Batursari Kecamatan Talun, kejadian wali nikah yang
mewakilkan haknya kepada orang lain bukanlah hal yang baru dan asing.
Mewakilkan wali kepada muhakkam atau disebut dengan istilah taukilul wali.”
Kebiasaan mentaukil wali telah dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat.

Taukilul wali yang dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan biasanya

> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 24.
6 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Permata Press, 2010),

81.

7 Anita Anjarwati, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan
Perwalian Nikah Malalui Tokoh Agama”, Skripsi lain Metro (Surabaya: IAIN Metro, 2020), 6.



diakadkan sebelum melangsungkan akad nikah, dan proses faukilul wali pada
umumnya dibimbing langsung oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat.

Pada praktiknya, wali nasab yang sudah melakukan taukilkan wali tidak
dibolehkan hadir dalam proses akad nikah dengan alasan jika wali nasab yang
sudah mentaukil kan wali turut hadir dalam akad nikah anaknya, ditakutkan wali
nasab tersebut ikut menjadi saksi dalam akad nikah anak perempuannya.®
Sementara kedudukan saksi sudah tercatat di dalam akta nikah yang mana tidak
memungkinkan kedudukan saksi bisa merangkap. Ketika seseorang wali sudah
memberikan kewaliannya kepada orang lain, maka wali tersebut diharapakan
untuk keluar dari majelis akad nikah. Keluarnya wali tersebut karena sudah tidak
memiliki tanggungan lagi atas anak perempuannya.’ Dari pernyataan itu, banyak
masyarakat di Desa Batursari Kecamatan Talun yang masih kurang benar dalam
memahami sebab seseorang wali harus meninggalkan majelis akad nikah setelah
taukilul wali.'”

Dalam istilah ushul fikih kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal
dengan sebutan ‘urf. ‘Urf yaitu sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus-
menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia
mengulanginya secara terus-menerus. ‘Urf adalah kebiasaan masyarakat yang

dianggap baik terkait perkataan atau perbuatan, selama kebiasaan tersebuat tidak

8 Kunti Harso Abdunnasir, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun,
diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, 26 Mei 2021.

% Solihin, Masyarakat Desa Batursari, diwawancarai oleh Muhammad Sagaf, kediaman
Solihin Desa Batursari, 10 Oktober 2021.

10 Tmam Mahmudi, Pengasuh Ponpes Raden Fatah Desa Batursari, diwawancarai oleh
Muhammad Sagaf, Pondok Pesantren Raden Fatah Desa Batursari, 20 Juli 2021.



bertentangan dengan syar’at Islam.!! Dikarenakan di Desa Batursari Kecamatan
Talun tidak ada yang berani memulai untuk meluruskan pandangan masyarakat
terkait taukil wali yang berkembang. Kegiatan taukil wali sudah dianggap bagian
dari perkawinan yang tidak boleh dipisahkan, hal tersebut dikarenakan minimnya
pengetahuan masyarakat tentang dasar hukum yang digunakan saat melakukan
taukil wali. Karena minim pengetahuan terkait dasar yang digunakan untuk
melangsungkan taukil wali, secara otomatis wali akan meninggalkan majelis akad
nikah, meskipun terkadang ada beberapa tokoh masyrakat atau tokoh agama yang
menyuruh untuk meinggalkan majelis akad nikah. Dijelaskan dalam kitab
Hasyiyah Al-Bajuri:
LS & AT i iy il 50 F 1 L) K
s (555 36 521 i 439 e A
Artinya: “Misalnya si ayah atau saudra mewakilkan kepada orang lain
dalam melaksanakan akad (nikah), dan ia hadir bersama orang lain
dan menjadi saksi (rangkap tugas sebagai orang yang mewakilkan dan
juga sebagai saksi) maka akadnya tidak sah. Sebab dia ditetapkan
untuk menjalankan akad bukan menjadi saksi”.
Padahal dari redaksi di atas yang tidak dibolehkan adalah ketika seorang wali
merangkap menjadi saksi.
Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti mengenai pandangan

masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah faukilul

wali di Desa Baturasari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

1" Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hokum Islam”, Lampung:
Jurnal ASAS, Vol VII, No. 1 (2005), 26.
12 Ibrahim Al-Bajuri, “Hisyiyah Al-Bajuri”, (Surabaya: Pustaka Salim, 2017), 102.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Batursari Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan tentang wali yang meninggalkan majelis akad nikah
setelah faukilul wali?

2. Bagaimana tinjauan antropologi hukum terhadap pandangan masyarakat Desa
Batursari Kecamatan Talun kabupaten Pekalongan tentang wali yang

meninggalkan majelis akad nikah setelah taukilul wali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Batursari Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan tentang wali yang meninggalkan majelis akad nikah
setelah taukilul wali.

b. Untuk mengetahui tinjauan antropologi hukum terhadap pandangan
masyarakat Desa Batursari Kecamatan Talun kabupaten Pekalongan

tentang wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah taukilul wali.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih untuk
kepentingan dalam kajian ilmu pengetahuan hukum perkawinan di
Indonesia, dengan harapan penelitian ini juga mampu memberikan
dorongan semangat kompetitif mahasiswa dalam mengembangkan maupun

mengkaji hukum perkawinan di Indonesia, khususnya hukum yang



berkaitan dengan proses taukilul wali dalam perkawinan dan bisa menjadi

referensi tambahan

b. Kegunaan praktis

1) Bagi penullis, penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar
strata satu dalam menyelesaikan pendidikan program Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2) Bagi lembaga, khususnya mahasiswa program Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan agar
digunakan sebagai bahan dalam meneliti pandangan masyarakat tentang
wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah faukilul wali,

sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu berupa karya tulis ilmiah jurnal dan skripsi yang
memiliki tema relevan terkait dengan penelitian ini. Penulis akan memberikan
beberapa karya tulis ilmiah dengan tema yang relevan.

Pertama, Siti Yayuk Farida yang berjudul Analisis Masalah Terhadap
Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah Karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qasri
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, membahas
terkait kebijakan taukil wali bil kitaba karena wali melebihi jarak masafaul
gasri.’> Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai bentuk kewaspadaan dalam

terjaganya wali nasab, sehingga wali nasab tidak akan kehilangan hak

13 Siti Yayuk Farida, “Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Taukilul Wali Bil Kitabah
Karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qasri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo
Kota Surabaya”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).



kewaliannya secara tata kelola tertulis dalam kutipan buku nikah anak
kandungnya walau sudah ditaukilkan kepada kepala KUA dan untuk memudahkan
calon pasangan pengantin karena wali berada pada jarak Masafatul Qasri.
Perbedaan dari penelitian Siti Yayuk Farida pada fokus kebijakan kepala KUA
Kecamatan Sukolilo mengenai taukil wali bil kitabah karena wali melebihi jarak
Masafatul Qasri, sedangkan penulis akan mengkaji pandangan masyarakat
terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah faukilul wali di Desa
Batursari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan dari penelitian ini
yaitu sama-sama membahasa tentang taukilul wali.

Kedua, Abdul Badri yang berjudul Larangan faukil Wali Nikah di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, membahas
terkait larangan faukil wali nikah di kantor urusan agama.'* Hasil dari penelitian
tersebut adalah menyikapi karakter masyarakat Kecamatan Pangenan yang
dominan tidak mampu dalam melakukan ijab qobul perkawinan, alasan penolakan
dan laranagn dari KUA Kecamatan Pangenan untuk melakukan taukilul wali
dalam perkawinan. Perbedaan dari penelitian Abdul Badri fokus pada larangan
taukil wali nikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten
Cirebon, sedangkan penulis akan mengkaji pandangan masyarakat terhadap wali
yang meninggalkan majelis akad nikah setelah taukilul wali di Desa Batursari
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan penelitian ini adalah sama-

sama membahasa tentang taukilul wali.

14 Abdul Badri, “Larangan Taukilul Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon”, Cirebon: Jurnal Inklusif, Vol 11, No. 2 (2017): 75-98.



Ketiga, M Zaenal Abidin dan Nurul Azizah yang berjudul Pandangan Tokoh
NU Tentang Hadirnya Wali Yang Telah Mewakilkan Perwaaliannya, membahas
terkait pandangan tokoh NU tentang hadirnya wali yang telah mewakilkan
perwaliannya.!> Hasil dari penelitian tersebut adalah menyikapi karakter
masyarakat yang berbeda pandangan dan beberapa pemimpin NU memiliki
pendapat bahwa wali yang sudah mewakilkan perwaliannya mungkin hadir dalam
majelis akad nikah dan tidak mempengaruhi akad yang dilakukan, selama tidak
menjadi salah satu saksi perkawinan. Perbedaan dari penelitian M Zaenal Abidin
dan Nurul Azizah fokus pada pandangan tokoh NU terhadap wali boleh berada
dalam majelis akad nikah, sedangkan penulis akan mengkaji pandangan
masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah raukilul
wali di Desa Batursari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan
penelitian ini adalah sama-sama membahasa tentang faukilul wali.

Keempat, Anita Anjarwati yang berjudul Faktor-Faktor Yang Menyebabkan
Masyarakat Mewakilkan Perwalian Nikah Malalui Tokoh Agama, mebahas terkait
faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan tokoh agama sebagai
wali nikah dalan perkawinan.!® Hasil dari penelitian tersebut adalah kesimpulan
bahwa di Kampung Mataram Ilir mewakilkan perwalian nikah dengan beberapa
faktor yaitu, faktor tidak percaya diri dan faktor pendidkan. Perbedaan dari
penelitian Anita Anjarwati fokus pada faktor-faktor yang menybabkan masyarakat

mewakilkan perwalian melalui tokoh masyarakat, sedangkan penulis akan

15 M Zaenal Abidin Dan Nurul Azizah, “Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali
Yang Telah Mewakilkan Perwaaliannya”, Jepara: Jurnal Istidal, Vol I No. 2 (2017): 175-189.

16 Anita Anjarwati, “ Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan
Perwalian Nikah Malalui Tokoh Agama”, Skripsi IAIN Metro (Surabaya: IAIN Metro, 2020).



mengkaji faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap wali yang
meninggalkan majelis akad nikah setelah taukilul wali di Desa Batursari
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Kemiripan dari penelitian ini adalah
sama-sama membahasa tentang taukilul wali.

Kelima, Oktaviani yang berjudul Memberikan Hak Wali Nikah Kepada
Kyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade, membahas terkait
menyerahkan hak wali nikah kepada kyai praktik taukil wali nikah.!” Hasil dari
penelitian tersebut adalah menyikapi praktik faukil wali nikah kepada kyai yang
dilakukan masyarakat Sasak Sade karena sebab untuk penghargaan kepada kyai
sebagai pemimpin agama dan adat, menghindari gunjingan sosial jika menikahkan
sendiri. Perbedaan dari penelitian Oktaviani fokus pada praktik taukil wali
berhubungan dengan elit agama (patuh kepada kyai) dan menghindari sanksi
sosial, sedangkan penulis akan mengkaji praktik pandangan masyarakat terhadap
wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah taukilul wali di Desa Batursari
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan dari penelitian ini yaitu

sama-sama membahas tentang faukilul wali.

E. Kerangka Teori

1. Wali Nikah

Wali nikah adalah penanggungjawab pengantin perempuan ketika waktu
menikah (orang yang menunaikan janji nikah terhadap pengantin pria).!® hal

yang sangat penting dalam perkawinan, sebab wali termasuk sebaai salah satu

17 Oktaviani, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukilul Wali Nikah
Masyarakat Adat Sasak Sade”, Yogyakarta: Jurnal Al-Ahwal, Vol XII, No. 2 (2019): 332-358.
'8 HM.A. Tihami, “Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”, (Jakarta: Rajawali

Press, 2014), 89.
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rukun nikah. Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak sah suatu perkawinan
tanpa hadirnya wali bagi mempelai perempuan, untuk calon mempelai pria
tidak diperlukan seorang wali untuk melangsungkan sebuah perkawinan.
Dalam perkawinan wali merupakan hal yang pasti, karena tanpa hadirnya
seorang wali maka perkawinan tersebut tidaklah sah.

Posisi wali dalam perkawinan sangat penting dan menentukan status
perkawinan, yang mana telah diatur di dalam pasal 19 KHI,!® bahwa wali nikah
dalam perkawinan termasuk rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai
perempuan yang berbuat untuk menikahkannya. Dalam hukum Islam,
keberadaan dan peran wali nikah sangat berpengaruh, sebab ada dan tidaknya

wali nikah akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan.

. Taukil

Kata taukil berbentuk masdar, dari kata wakkala-yuwakilu-Taukil an
yang artinya penyerahan atau pelimpahan.”’ Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) kata taukil atau pelimpahan kedudukan memiliki arti proses,
cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak serta wewenang.?!
Sedangkan kata al-wakalah atau al-wikalah adalah perwakilan. Menurut
bahasa al-hifz. Al-kifayah, ad-daman dan at-tafwid atau bisa diartikan
penyerahan, pemberian mandat, dan pendelegasian.

Taukil diartikan sebagai penyerahan kekuasaan oleh seseorang terhadap

orang lain dalam perkara yang bisa untuk diwakilkan. Perkara yang bisa

19 Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, (Jakarta: Permata Press, 2010),

20 Abdul Rahman Ghozali, “Figih Munakahat”, (Jakarta: Kencana, 2003), 169.
21 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (T.Tp: 2019). 56
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diwakilkan hanya dalam perkara ibadah mu’amalah seperti menerima hibah,
jual beli, sedekah, dan juga dalam perkara akad nikah dalam perkawinan.??
Karena perkara tersebut termasuk dalam katagori gotong royong antara sesama
manusia dengan dasar makhluk sosial dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Bisa disimpulkan bahwa taukil merupakan penyerahan urusan-urusan
kepada oang lain (wakilnya) untuk mengerjakan suatu amanah, lalu wakil
tersebut menduduki kedudukan yang mewakilkan (muwakkil) dalam hak serta
kewajiban yang kemudian tidak akan lepas selama muwakkil masih dalam

keadaan hidup dan belum mengembalikan haknya.

Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia
dengan segala aspek yang terkait dengan norma-norma hukum tertulis atau
tidak tertulis. Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi
budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya
dengan aturan hukum.? Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya sebatas
pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya
perilaku manusia. Meskipun termasuk pengembangan dari antropologi budaya,
antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada
kebudayaan tertentu.>* Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara

hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.

22 Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islamd di Indonesia”, (Jakarta: Kencana,

2006), 59.

10.

23 Hilman Hadikusuma, “Antropologi Hukum Indonesia”’, (Bandung: PT Alumni, 2010),

24 Ali Shodigin, “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum

Islam”, Yogyakarta: Jurnal Al Manahij, Vol VII No. 1 (2017): 3.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan proses penelitian yang memunculkan data deskritif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diteliti.>> Penulis memperoleh data
dan informasi secara langsung dalam proses akad nikah di Desa Batursari guna
melakukan pengamatan akad nikah terkait kasus pandangan masyarakat

terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah taukilul wali.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Hukum.
Antropologi hukum yaitu spesialisasi dari antropologi budaya, yang digunakan
secara khusus untuk mengamati perilaku manusia dalam hal yang ada
hubungannya dengan ketentuan hukum. Aturan hukum yang dimaksud bukan
hanya terbatas pada hukum normatif, akan tetapi juga mencakup hukum adat
serta budaya perilaku manusia. Meski termasuk dari pengembangan
antropologi budaya, antropologi hukum tidak berkarakter etnosentris, yang
berarti tidak mengikat pada kebudayaan khusus.’6 Objek penelitiannya yaitu
mengamati hubungan antara hukum dengan kebudayaan serta organisasi sosial.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap pandangan masyarakat
terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah taukilul wali di

Desa Batursari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

25 Ajat Rukajat, “Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.
26 Ali Sodigin, “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum
Islam”, Yogyakarta: Jurnal Al Manahij, Vol VII No. 1 (2017): 3.
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3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan langsung dari
pokok penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh
agama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya dengan objek yang
diteliti yaitu pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan
majelis akad nikah setelah faukilul wali di Desa Batursari Kecamatan Talun

Kabupaten Pekalongan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber lain yang sudah
didokumentasikan dengan bentuk tertentu. Sumber yang dijadikan data
sekunder dalam penelitian ini diantaranya: buku, jurnal, skripsi, undang-

undang, dan perkara yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan
menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu.?’” Dalam hal ini observasi
dilakukan langsung pada saat terselenggaranya proses akad nikah di daerah
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, sehingga dapat melihat dan
mengamati secara langsung kasus taukilul wali yang dilaksanakan oleh

masyarakat di Desa Batursari Kecamatan Talun.

27 V. Wiratman Sujarweni, “Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah
Dipahami”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 23.
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b. Wawancara

Wawancara merupakan prosess untuk mendapatkan data atau
informasi dengan sistem tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara
penulis (sebagai pewawancara) dengan orang yang bersangkutan
(narasumber)?® untuk mendapatkan data mengenai faukilul wali. Dalam hal
ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber tokoh agama, kepala

KUA Kecamatan Talun, dan pihak terkait.

¢. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi yang tidak ditunjukan
langsung pada pokok penelitian menggunakan dokumen.?® Dokumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah
yang bersangkutan terkait penelitian ini, dan ada juga dalam bentuk gambar
mengenai kasus faukilul wali yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa

Batursari Kecamatan Talun.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dibuat sebagai langkah dalam mengelola data mentah
menjadi data valid dengan tujuan data tersebut dapat memberikan informasi
yang berguna, mendukung dalam menentukan sebuah keputusan dan
memberikan kesimpulan. Dalam penelitian ini analisi yang digunakan adalah
analisis Statistik Deskriptiff’ yang mana langkah-langkahnya teruraikan

sebagai berikut:

28 V. Wiratman Sujarweni, “Metodologi Penelitian™..., 24.

29 Beni Ahmad Saebani, “Metode Penelitian”, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 19.

30 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”, (Bandung: Alfabeta,
2018), 147.
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a. Pengumpulan data

Pengumpulan data disusun melalui hasil dari observasi di lapangan,
wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan oleh penulis.?! Kemudian
ditulis dengan bentuk laporan atau data terperinci. Susunan laporan dari
data yang diperoleh, direduksi, dirangkum, dipilih perkara pokok,
memfokuskan pada perkara yang penting. Dari hasil usaha berdasarkan
suatu konsep, tema, dan katentuan tertentu akan memunculkan gambaran

yang lebih jelas dari hasil penelitian

b. Penyajian data

Penyajian data dimaksud untuk menyajikan sebagian informasi yang
tersusun dan memberikan kemungkinan untuk mendapatkan kesimpulan
serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis
secara deskriptif, yaitu menjabarkan semua data yang ada hubungannya

dengan kajian dalam objek yang detail.>?

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan langkah akhir dalam menganalisis data setelah
mencari dan memahami secara benar serta tepat yang merujuk pada
rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga penulis bisa

menarik kesimpulan dalam menjawab kasus tersebut.

31 V. Wiratman Sujarweni, “Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah
Dipahami”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 74.
32 Anton Bake, “Metode Penelitian Filsafat”, (Jakarta: Ghalia Indo, 1996), 10.
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G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis disini terdiri dari V bab yang
mana dari setiap babnya memuat beberapa sub bab yang saling keterkaitan.
Adapun sistematika pengkajian dalam penelitian terdiri dari:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang. Hal ini
berkaitan dengan gambaran secara garis besar pembahasan, kemudian berisi
rumusan masalah yang sasarannya fokus pada tujuannya dan kegunaan penelitian,
kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian ini meliputi: jenis penelitian,
kumpulkan data, sumber data, teknik pengumpulan data, penganalisisan data dan
dilanjutkan dengan penataan penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori wali nikah, faukilul wali dan antropologi
hukum.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yang membahas terkait gambaran
umum tentang profil Desa Batursari Kecamatan Talun Kabupaten pekalongan,
praktik wali yang meninggalkan majelis akad nikah setelah taukilul wali dan
pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis
akad nikah setelah taukilul wali.

Bab keempat, berisi analisis tentang pandangan masyarakat terhadap wali
yang meninggalkan majelis akad nikah setelah taukilul wali perspektif hokum
islam dan analisis taukilul wali ditinjau dari antropologi hukum.

Bab kelima, Penutup yang menjelaskan uraian tentang hasil materi yang

telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Batursari Kecamatan Talun meyakini jika pernikahan
merupakan peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan manusia, sehingga
dalam pernikahan ketika seorang wali sudah mentaukilulkan perwaliannya
kepada orang lain, maka wali tersebut harus pergi dari majelis akad nikah.
Alasan wali mentaukilulkan perwaliannya dalam acara yang dianggap sakral
adalah karena mengartikan dasar hukum taukilul secara tidak maksimal,
adanya pengaruh tokoh desa (tokoh agama dan tokoh masyarakat), dan adanya
rasa tabarukan terhadap orang yang dipasrahi untuk menggantikan kedudukan
wali. Dari alasan tersebut membuat kepercayaan diri seorang wali menjadi
pudar, sehingga merasa tidak percaya diri jika harus menikahkan putrinya
sendiri. Karena sudah memilih faukilul wali, maka wali harus meninggalkan
majelis akad nikah. Jika wali tersebut tidak pergi dari majelis akad nikah,
pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan harus diulang kembali yang
mewajibkan wali meninggalkan majelis akad nikah setelah faukilul wali.

2. Praktik taukilul wali yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batursari masih
kental dengan nilai-nilai budaya. Hal tersebut yang membuat masyarakat Desa
Batursari mengacu pada hukum tidak tertulis dalam praktik faukilul wali, yaitu

patuh pada hukum adat. Patuhnya masyarakat terhadap hukum adat disebabkan

62
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karen kuatnya pengaruh faktor nilai-nilai budaya di Desa Batursari Kecamatan
Talun dan akan menimbulkan akibat hukum jika hukum adat tersebut
dilanggar.
B. Saran
Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang
pandangan masyarakat terhadap wali yang meninggalkan majelis akad nikah
setelah faukilul wali ditinjau dari antropologi hukum, maka dari itu penulis
memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat
umum maupun bagi peneliti selanjutnya:

1. Hendaknya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah dengan
menggunakan taukilul wali, alangkah baiknya agar meminta pemahaman
lebih khusus terkait taukilul wali kepada tokoh desa dan petugas KUA,
dengan tujuan tidak ada lagi kesalah pahaman terkait faukilul wali
kedepannya.

2. Hendaknya bagi tokoh Desa Batursari dan KUA Kecamatan Talun agar
memberikan pemaham lebih terkait faukilul wali dan adanya pembahasan
lebih dalam untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang benar dalam
pelaksanaan taukilul wali dengan cara penyuluhan perkara praktik taukilul

dengan kedudukan wali setelah mentaukilulkan perwaliannya.
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